BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan perjanjian kerja yang ada pada perkebunan coklat desa Plosorejo
Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar adalah tidak tertulis. Prosedur
dalam penerimaan kerjanya juga tidak terlalu rumit.

Meskipun demikian perjanjian kerja tidak tertulis sah-sah saja
dilakukan karena dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan juga telah dijelaskan bahwa perjanjian kerja boleh dilakukan
secara tertulis maupun tidak tertulis. Tetapi prosedur selanjutnya itu yang tidak
di perhatikan oleh pengusaha perkebunan coklat tersebut. Baik perjanjian yang
tertulis maupun tidak tertulis ada tatacaranya sendiri dalam pelaksanaannya
dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Dalam pengupahan dan penempatan posisi kerja tidak diperjanjikan

diawal kontrak kerja. Sehingga besarnya upah yang diterima oleh tiap pekerja
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tidak diketahui. Serta posisi kerja yang ditempati pada perkebunan coklat juga
tidak di ketahui oleh para pelamar kerja yang baru diterima kerja di perkebunan
kerja tersebut.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja pada perkebunan coklat desa
Plosorejo kecamatan Kademangan kabupaten Blitar bila ditinjau dari
Kompilasi hukum Ekonomi Syariah mengenai prinsip-prinsip dan asas dalam

dalam berakad masih tidak sesuai. Sehingga menyalahi hak-hak para pekerja.

. Saran

1. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain untuk
mengembangkan penelitian dengan topik dan pendekatan yang berbeda.

2. Bagi Aparatur Penegak Hukum
Seharusnya kefektifan dalam pelaksanaan undang-undang yang telah dibuat
dapat dipertanggungjawabkan. Seperti yang terjadi pada perusahaan
perkebunan coklat tersebut dalam sistem penerimaan kerja/kontrak kerja
tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan dan tentunya dalam
kompilasi hukum ekonomi syariah hal tersebut telah menyalahi dari prinsip-
prinsip sebuah akad perjanjian kerja.

3. Bagi pengusaha (pemilik perusahan)
Seharusnya pada perusahaan yang sudah besar dan memiliki banyak pekerja
menggunakan sistem kerja yang jelas dan juga mempunyai kontrak kerja
yang jelas mengenai posisi kerja dan pengupahannya. Sehingga prinsip

dasar serta antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yaitu
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pekerja/buruh dengan pengusaha dalam perjanjian kerja tersebut dapat

terpenuhi dengan baik.



